LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :
PENCEGAHAN PENCURIAN KAYU HUTAN
MELALUI PENANGGULANGAN FAKTOR-FAKTOR
KRIMINOGEN DI KABUPATEN GROBOGAN

{Prefention on Theiving Against Juli-gle_Wood
By overcoming Criminogen Factors at Grobogan Regency)

- Oleh :

TIM PENELITI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIYAS DIPONEGORO
- 8EMARANG
1996

Dibiayai olch DII’ B-lgnan Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro nomor : 202/XXI1V/3/-/1996
tanggal 30 Maret 1996, Berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor : - 211A /PT09,0P/B/1996
tanggal 2 September 1996 o - o



LAPORAN PENELITIAN

1.Judul Penelitian ¢ Pencegahan Pencurian Kayu Hutan
' ' Melalul Penanggulangan Faktor -
Faktor Kriminogen di Kabupaten
Grobogan. - .
(Prevention on Theiving Against
Jungle Wood by Overcoming Crimi-
nogen Factors at Grobogan Regency

2. Bidang Ilmu
3. Kategori Penelitian

Hukum dan Masyarakat

Penelitian wuntuk  mengembangkan
‘ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni - '

4. Ketua Peneliti
' a. nama

b. Jenis kelamin
¢. Gol,Pangkat,NIP
d. Jab.PFungsional
e, Jab.Struktural
f. Fakultas/Bagian
g. Pusat penelitian

5. Susunan Tim Peneliti

Mulyo Putro, S.H,M.A.
Laki-~Laki '

IIIc, Penata, 131 967 349
Lektor Muda :
Hukum/ Dasar-dasar Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Undip '

Anggota _ ; 3 Orang
6. Lokasi Penelitian Kabupaten Grobogan
7. Waktu Penelitian 8 bulan :

LT T L I LI TR R TR L N L L L L L

8. Blaya penelitian Rp 3.015.000,~
: S (Tiga juta lima belas ribu Rupiah)
9. Dibiayai melalui

proyek -

OP & F Undip Tahun 1996/1997
Semarang, Pebruari 1997

Menyetujui Mengetahui
Dekan/Pembantu Dekan Ketua Lembaga
Fakultgs Hukum Undip  Penelitian Undip

0

Vv,

asyeif, SH, MH.
Nip.—'130 807 951

NIP. 130 237 462




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah atas
rahmat dan petunjukNYa maka penelitian yang berjudul
HEA Péncegahan Pencuriah KaYu Hutan Melalui Penangéu-
langan Faktor-Faktor Krlmlnogen Di Kabupaten Grobogan
" dapat terlaksana.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima
kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada
semua plhak vyang turut membantu sehingga penelltian
ini dapat berjalan dengan lancar dan 1aporan 1n1
dapat disusun.

Peneliti menyadari bahwa magih banyak kekurangan
dalam penyusunan laporan penelitian ini, karena itu
pene11t1 menyambut gembira atas saran dan kritik yang
bersifat membangun.

Akhirnya harapan peneliti semoga laporan ini
dapat memberikan manfaat bagi pembaca khusunya kKalan-

gan 81vitas akademika UnlverSLtas Diponegoro Semar-
ang. - -

Semarang, Pebruari 1997

Peneliti



ABSTRAK

Di Kabupaten Grobogan terdapat hutan yang diman-
faatkan oleh masya:ak&t'sekitarnya. Bagi masyarakat
tersebut hutan merupakan sumber pendapatan keluarga.
Hasil hutan berupa-kaYu dijadikan sebagai mata penca-
hafian; karena'itu'dapat mehdorong terjadinYa pencUrF
ian hasil hutan oleh masYafakat. ' '

Dengan menggunakan metode socio-legal maka dila-
kukan penelitian tentang pencegahan pencurian kayu
hutan melalui penanggulangan faktor-faktor krimino-
gen. ' '

Faktor~-faktor Kkriminogen dalam pencurian Kayu
hutan yaitu sosial-ekonomi, persepsi masyarakat
tentang hutan dan kurang efektifnya pehgawaéan oleh
polisi'hutan._ - '

Upaya penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan
hukum, pembentukan kelompok tani hutan, patroli
polisi hutan, tindakan polisi secara persuasif.



ABSTRACT

In the grobogan regency there are the forest use
by people around there. The forest as an econonic
resources for the paeople. The forest'products like
wood will be profession, there for can be happend for
theiving of forest products by people. I

By using socio-legal research methode, will be
done the research about Prevention on Theiving
Againts Jungle Wood o
by Overcoming Criminogen Factors.

The criminogen factors of the research namely
social-economic, people perception of forest and un
effectivity of controle by the jungle police.

The effort of overcoming is through to give law
information, to forming of forest famer group, jungle
police patrol, the persuasive -action of jungle po-
lice. ' ' -
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BAB I
PENDAHULUAN

Keberadaan hutan mempunyai arti yang sangat
penting dan strategis bagi komunitas. Tidak hanya
bagi Xkehidupan manusia tetapi juga untuk makhluk
hidup lainnya Seperti hewan. Sﬁmber alam hayati Yahg
dihasilkan dapat digunakan sebagai baban baku obat-
chatan (farmasi), bahan'baku pangan maupun bahan_baku
industri kebutuhan manusia. Bgi negara Indonesia
hutah merupakan sumber pendapatan yang mampu ménopang
pembangunan di samping sumber pendapatan'lainnya} Hal
ini sangat beralasankarena Indonesxa memiliki hutan
hujan tropis yang terbesar di dunia bersama—sama_
dengan Brasil dan Zaire. Hampir 70 % kekayaan sumber
daya alam hayati di dunia ini didapatkan dan dlha51l—
kan dari hutan hujan tropis yang terbesar di w11ayah
ketiga negara tersebut. (Emil Salim, 1991 : 20)

Usaha pelestarian lingkungan hidup termasuk hutan
sudah seharusnya dilaksanakan sejak dini sebelum
bencana alam sebagai akibat kerusakan lingkungan
terjadi. Sekalipun secara yuridis sudah diatur usaha
pelstarian 11ngkun§an seperti tersebax dalam beberapa
'Undang—Undang maupun kebljakan—kebljakan pemerlntah
namun perlu dltindaklanjuti secara nyata dalam pelak-
sanaannya. Usaha pelestarian ini tdak hanya tugas
dari aparatur pemerintah seperti perhutani saja
ataupun aparatur yang terkait lalnnya mlsalnya Pemexr-
intah Daerah, Kepollslan_dan sebagainya tetapi selur-
uh lapisan maéyarakét' juga bertanggungjawab atas
pelestarian lingkungan hidup termasuk terhadap hutan.



Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering kita
mendengan bahkan mellhat perxstlwa-perlstiwa ataupun
perbuatan-perbuatan anggota masyarakat yang tidak mau
mengerti arti pelestarian lingkungan hidup sehingga
mengakibatkan tidak tércapainya usaha pelestarian
llngkungan hidup dan akibat lebih jauh adalah kerusa-
kan llngkungan hidup.' Perbuatan-perbuatan tersebut
nisalnya penebangan kayu vyang tidak memperhatlkan
tatacara yang benar baik yang dllakukan oleh pengusa-
ha maupun oleh masyarakat'Sekitar hutan. Kita Jjuga
sering mendengan berita adanyé_penebangah kayu secara
liar Sehingga méngakibatkan Kerusakan hutan. Menteri
Kehutanan Djamaloedin Soerjo Hadi KdeSOemd'mengatakan
bahwa pencurian kayu hutan sudah sampai pada tingkat
yang sangat memprihatinkan bahkan sudah menjurus'pada
mafia dan hal ini sulit untuk dihilangkan melainkan
hanya dapat ditekan. Oleh karena itu tidak aneh jika
masyarakat internasional pernah memperingatkan Indo-
nesia untuk tldak mengekp101ta51 hutan.

Dari beraneka macam hutan yang tersebar di selur-
uh tanah air Indonesia, di Kabupaten Grobogan Purwo-
dadi terdapat hutan yang sangat penting khususnya
masyarakat di sekltarnya Banyak ahggdta masYarakat
vang memanfaatkan hasil hutan ini guna' memenuhi
kebutuhan hidupnya. Jarangnya industri sepertl pa—‘
brik—pabrik mengakibatkan masyarakat mengandalkan
hasil hutan tersebut untuk dijadikan bahan pembuatan
peralatan rumah tangga misalnya mebel serta kebutuhan
rumah tangga lainnya. Akan tetapi usaha mereka ini
SQgera berhadapan 'dehgan prosedural yang berupa
perijinan untuk ‘mengambil kayu hutan yang sudah
dikuasai negara. Bagi mereka yang memlllkl modal hal
ini tidak terlalu 'menimbulkan masalah tetapi bagi

i
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mereka yang tidak memiliki modal hal ini merupakan
kendala berat. Pada akhlrnya hanya mereka vang memil-
iki kekayaan saja yang dapat menlkmatl hasil hutan
yang berupa kayu. Sedangkan bagi mereka yang tergo-
long miskin jika ingin memanfaatakan kayu hutan harus
berhadapan dengan petugas hutan (Polisi Perhutani)
yang reéikohya adalah dituduh melakukan kejahatan_
pencurian dengan ancaman sangsi pidana yaitu pénjara.

Data di Polres Grobogan Purwodadi menunjukan
bahwa angka kejahatan_ pencurian kaYu_ hutan (dati)
sangat tinggi. Pelakunya' ternyata sebagian besar
anggota masyarakat di sekitar hutan tersebut., Kejaha-
tan pencuriaq ini tidak hanya dilakukan oleh mereka
yang tergolong kaya atau mampu secara ekonomi. Di
samping itu seringkali dijumpai adanya pelaku yang
sudah beberapa kali melakukan pencurian kayu hutan
tersebut. Jadi mereka setelah tertangkap melakukan
pencurian dan diproses hungga sampal keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan {LPj; melakukan pencurian lagi
(réSidivis} Data di atas didukung dengan data yang
ada di Lembaga Pemesyarakatan yang menunjukan bahwa
sebagian besar nara pidana penghuni Lembaga Pemasyar—
akatan adalah karena melakukan pencurian kayu hutan
dan sudah beberapa kali menjadi nara pidana dalan
_kasus yang sama. Data 1a1n menunjukan bahwa sebagian
dari pelaku ke]ahatan pencurian tersebut adalah anak-
nak yang belum dewasa. Jadi seakan~akan mereka sudah
akrab dengan penjara (seperti pelanggan) dengan kasus
yang sama yaltu pencurian kayu hutan.

Berdasarkan informasi dari rekan pengacara yang
sering kali membela klien dalam kasus pencurian kayu

hutan dikatakan bahwa banyak sekali perkara pidana
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yaitu pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh ma-
syarakat sekitar'hutan'yang diéelesaikan di tingkat
Polres artinya perkara tersebut tidak diteruskan
sampai ke Pengadilan meskipun ‘banyak pula perkara
yang diproses sampai ke tingkat pengadilan.

Uralkan di atas menggambarkan betapa pentingnya
keberadaan hutan bagi kehidupan manusia di bumi ini
_khususnya bagi masyarakat di sekltarnya. Bagi masyar-
akat sekitar hutan, hasil hutan merupakan sumbér
penghldupan ekonomi keluarga, akan tetapi ‘mereka
seakan—-akan terbatasi dengan keberadaan hukum negara
yang menetapkan bahwa hanya negaralah pemlllk hutan.
Sedangkan':mereka' Sekalipun sudah bertahun-tahun
bahkan nenek-moyangnya juga tinggal di sekitar hutan
mungkin sudah berabad-abad namun apabila' mereka
mengambil’kayu hutan tanpa ijin maka dianggap melaku-
kan kejahatan pencurlan yang dlancam dengan s&ngsm
pidana penjara. Meskipun demikian mereka tetap saja
nekad melakukan perbuatan pencurlan tersebut Hal ini
yang perlu mendapat perhatian kita bersama, cleh
karenanya juga perlu untuk diteliti. |



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menyelesaikan sangketa hukum itu sudah
barang tentu memer lukan cara-cara yang paling
efektif menurut anggota Kkomunitas itu sendiri.
Jonathan H Turner  mengatakan bahwa pada setiap
masyarakat paling tidak akan dapat ditemukan elemen-
elemeh yang berupa : |
a) seperangkat aturan tentang sikap tindak (rules of

conduct); |
b) mekanisme untuk melaksanakan/menerapkan aturan~
aturan yang ada;
c¢) mekanisme untuk menyelesaikan sengketa,
d) mekanisme untuk nenciptakan aturan—aturan baru
| atau mengubah aturan-aturan lama.

Dalam literatur elemen- elemen tersebut dikenal
sebagal elemen-elemen dasar dan 81stem hukum. (Winar-
yo Yudho, 1991 : 301 - 302)

Untuk mengetahui bagaimana pola pengaturan
masyarakat maka perlu untuk melihat lebih dahulu
bentuk—behtuk masyarakat 'tersebut. Cambless dan
Seidman membuat model masyarakat yang akan
menampilkan cara=-cara pengaturan yaitu dalam
pembuatan hukumnYaa Jadi hukum vang dibuat itu
merupakan pencermlnan dari model masyarakatnya Model
masyarakat 1tu adalah H

1. Model masyarakat yang berdasarkan pada basis
kesepakat- an akan nilai-nila (value consensus).
Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali
mengenal adanya konflik-konflik atau tegangan di
dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan
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mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan kehidu-
pannya. Tidak terdapat perbedaan "di antara
anggota masyarakat. mengenai apa yang seharusnya‘

-diterima sebagal nilai-nilai yang harus

dipertahankan di dalam masyarakat. Di dalam

' hubungan ini maka berdirinya masyarakat bertumpu

pada kesepakatah di antara pena ulangnya. Unsur-
unsur yang menjadi pendukung ‘kehidupan di situ
dapat terangkum dalam satu kesatuan yang laras
(well integrate). Di dalam masyarakat yang
demikian itu maka masalah yang dihadapi oleh
pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai
apakah yang berlaku di dalam maSyarakat itu.
Pembuatan hukum di situ merupakan' pencermlnan
nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

Model masyarakat konflik. Di sini pukanlah keman-
tapan dan kelestarian yang menjadi tanda ciri
masyarakat. Melainkan perubahan: serta konflik-

konflik sosial. Berlawanan dengan yang pertama, 4di

mana berdirlnya masyarakat bertumpu pada
Xesepakatan para warganya, maka pada model yang
kedua ini masyarakat dilihat sebagal suatu
perhubungan dimana sebagian warganya mengalami
tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya.
Perubahan dan konflik—konflik di sini merupakan
kejadi~ an yang  umum. Berbeda 'dengan pembuatan
hukum pada model yang pertama, maka di sini kita
tidak dapat mengatakan; bahwa_'pembuatan' hukum
adalah penetapan nilai-nilai yang berlaku di dalam
masyarakat berada dalam situasi konfllk satu sama
lain sehingga keadaan ini juga akan tercermln
dalam pembuatan hukumnya.
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Masyarakat dengan model tanpa konflik atau
masyarakat dengan kesepakatan 'nilai—nilai adalah
masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sederha-
na. Di Indonesia keadaan~ nya dapat dihubungkan
'dengan masyarakat; Masyarakat yang menjadi pendukung
Hukum Adat dalam pengertianhYa' yang tradisional.
Tingkat perkembangan yang masih sederhana itu antara
lain nampak dalam'bentuk pembagian kerija- (division of
labor) yang maSLh belum kompleks. Sebaliknya masyara-
kat dengan landasan konflik nllal—nllai adalah suatu
nasyarakat dengan tingkat perkambangan yang lebih
maju yahg telah mengalami pembagiah kerja secara
lebih lanjut. Keadaan ini memungkinkan terjadinya
penbentukan kelompok- kelompok terbatas di dalam
masyarakat yang menlnghidupkan kesadaran Kelompok
dengan nllal-nllalnya sendiri. Dengan demiklan maka
Kesepakatan nllai-nilai di dalam masyarakat tidak
mudah terjadi. Sebagai kelanjutannya, maka dalam
pembentukan hukum masalah pilihan nilai-nilai tak
dapat dihindarkan. ‘Menurut Chambliss_ ada beberapa
kemungkinan yang dapat terjadi pada pewbentukan hukum
yang demikian itu yaitu : '

a) Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu
prosés adu kekuatan, dimana negara merupakan
senjata di tangan lapisan yang berkuasa. ‘ '

b) Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di
dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri
sebagai badan yang tidak memihak (value-netral),
di dalam mana nilai-nilai dan Xkepentingan-
_kapentingan vang ber- tentangan dapat diselesaikan
tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.
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Di dalam pembentukan hukum, di mana di situ
dijunmpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-

kepentlngan, maka Schuyt menunjukkan, bahwa ada dua’

_kemungklnan yang dapat timbul ma51ng—ma51ng adalah H

a) Sebagai sarana . untuk mencermlnkan pertentangan

' (con- fllctoplossing), :

b)Y Sebagal tindakan yang mamperkuat terjadinya per-
tertang- an lablh_lanjut (confllctversterllng) '

Kedua~-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu
masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nllal-
nilai itu, pembuatan hukum selalu akan merupakan
semacam andapan pertentangan*pertentangan yang
terdapaq di dalam masyarakat. Pada kemungkinan yang
pertama, maka pembuatan hukum merupakan suatu jalan
untuk melakukan pencarian pertehtangaﬁ'yang demikian
itu, Kemungklnan yang Kedua lebih menjelaskan tenang
apa yang dapat timbul pabila masyarakat merasa
tertipu oleh Janji-janji atau penyelesaian yang
dilakukan melalui pembuatén"hukum itu. Suatu
peraturan misalnya, yang dianggap oleh suatu
golongan yang berkepentlngan sebagal pemberlan janii
tertentu tetapi kemudian ternyata, bahwa kemungkinan-
nya bahkan akan memperkuat pertentangan kepentlngan
yang senula menjadi sebab dikeluarkannya peraturan
tersebut. Di sini kita melihat, bahwa terdapatnya
pertentangan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan
di dalam maayarakat akan'cenderung untuk mendorong
dilakukannya pembuatan hukum dehgan jalan mgmbuat
kompromi di antara hal-hal yang bertentanQanz itu.
Kdmpromi ini 'memungkinkan pihak-pihak yang
bertentangan menerima suatu penyeiesaian 'sehinggé
peraturan yang mengakhiri pertentangan itu dapat

dibuat. Tetapi apabila di kemudian hari selalu satu
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pihak merasa tertipu dan menyadari bahwa peraturan
itu sesungguhnya 'hanya merupakan' penyelesaian semu
saja,_maka.pértentanqan semula akan timbul kembali-
dan Dbahkan akan lebih tajam (Satjipto Rahardjo;
1981 : 19 - 51). '

Pengujian terhadap hukum adalah apabila hukun
sudah beroperasi di dalam masyarakat. Di sini artinya
apakah hukum dalam bercperasi benar-benar efektif
atau tidak tergantung pada bag@imana masyarakat
menerima dan melaksanakan hukum tersebut. Untuk
mengetahui tentang bekerjanyé hukum dalam masyarakat
perlu terlebih dahulu memahami sistem hukumnya.
Sistém hukum mengandung 3 (tiqa) komponen. Komponen
pertama adalah kKomponen struktural 'yaitu bagiah—
bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur
pengadilan'yang'berupa hakim yang bersidang dengan
vurisdiksi tertentu, badan pembuat undang—undang dan
juga konstitusi tertulia merupakan contoh~contoh
mengenal kompbnen struktural daripada hukum._kqmponen
jedua adalah substansi Yaitu hasil sebenarnya vyang
dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang
merupakan produk substantif dari suatu sistem hukum,
umpamanya keputusah yang dibuat oleh'pengadilan juga
setiap keputusan. yang diundangkan oleh pembuat
undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan
oleh badan~badan pemerintah, merupakan substansi.
Struktur dan substahsi sebenarnya merupakan épa yang
pada umumnya disebut sistem hukum.'Komponen ketiga
berupa sikap dan nilai~nilai yang menjadi pegangan
publik, yang akan menentukan apakah pengabdian suatu
masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaanfmaksud untuk
berperkara di muka_pengadilan dianggap sebagail upaya
terakhir, sedangkan'pada kKebudayaan 1ain,'berperkara
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di, muka pengadilan merupakan Kkegiatan yang biasa
dilakukan sehari-hari. Di Korea dianggap tidak pantas
apabila orang memaksakan hak hukumnya atau mengugat
- orang lain ke muka pengadllan karena hal lnl berarti
secara terang—terangan mengajak bersengketa. Secrang
Korea yang mengguhakan sarana hukum untuk melindungi
hak miliknya dianggap dianggap tidak mempunyai
perasaan. Sebaliknya di birma, kegemaran berperkara
merupakan hal yang vbiasa saja bahwa pengusaha~
pengusaha menyisihkan kelebihan dana setiap tahuh
untuk mencari—dari perkara'yang kiranya dapat dibawa
ke muka pengadilan untuk mencari keuntungan. Dengan
demikian yang dlsebut budaya hukum adalah keseluruhan
faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum

memperoleh tempat yang sesual dan dapat diterxma dl
dalam Xkerangka budaya masyarakat. Menurut para
anthropolog budaya tidak sekedar berarti kumpulan
bentuk—bentuk tlngkah laku danb pemikiran yang sallng
terlepas, akan tetapi budaya diartikan sebagai
kategoori sisa, Sthngga didalamnya termasuk :
keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan
dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi
bekerjanya hukun. Sehin@qa termasuk didalamnya rasa
hormat atau tidak hormat Kkepada hukum, kesediaéh
orang' untuk menggunakan pengadilan karena memiliki
cara-cara infbrmal untuk menyelesaikan suatu
sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum ;
- sikap~sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang
diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama,
lapangan pékerjaan dan kelas-kelas sosial yahg
berbeda-beda (Ronny Hanityo, 1983 : 10 - 11).

Apabila proses pembuatan hukum telah dilalui
tidak berarti bahwa segalanya selesai. Di sini masih
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terus diteliti dengan proses pelaksanaan yang sering
dikenal dengan tahap penegakan hukunm.

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam pene-
gakan hukum pula, oleh kafena aktivitashya juga tidak
terlepas dari hukum yang telah dibuat_dan disediakan
oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka
baru sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara
mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaan~-
nnya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut di
atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif
maka peradilan bisa disebut  pasif, karena harus
menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa
peradilan. Para yustisiabel itu datang dengan membawa
persoalan mereka untuk dlselesalkan melalui proses
peradllan.

Berjalannya proses peradilan tersabut
berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu
berupa perkara perdata ataukah pidana. Keterllbatan
1embaga—1embaga dalam proses peradilan secara. penuh
hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.
Dalam perkembangannya, kita menjumpai adanya
diferensiasi dalam forum pengadilan, sehingga
terbentuklah berbagai fora  pengadilan, seperti
pengadilan'agama, pengadilah militer dan pengadilan
tata usaha negara. Tidak ada struktur universal dalam
kelembagaan pengadilan ini, sehingga pada negara-
negara di dunia dijumpai fora pengadilan yang
berbeda-beda. (Satjipto Rahardjo, 1991 : 181 - 182).

T.0. IHRONI dalam buku ANTROPOLOGI DAN HUKUM
menyatakan bahwa dalam ma9yarakat manapun sebenarnya
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. banyak sengketa diseleéaikan sendiri oieh orang yang
- bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada
disekitarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa’
terutama di daerah pedesaan, serlng terdapat beberapa
tokoh yang dlakul pengaruhnya oleh orang-orang seki-
tarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih pentlng
di bandingkan dengan oranq-orang lain. Mereka itu
pemlmpln informal dan diakui oleh masyarakat seki-
tarnya sebagai juru bicara ‘yang dapat menyuarakan_
norma yang berlaku sehingga dapat mengukur sampai
berapa Jjauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang
harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah
dilanggar itu dapat diluruskan kembali ..........

Dalam kenyataan di masyarakat, vyang
pengaturan peradllannya telah baku slfatnya menurut
ketentuan perundang undangan, juga tidak senua
sehgketa vyang berkaitan dengan hak—hak diajukan ke
pangadilan. Penelitian pospisil mengenax daerah TIRAL
di Austria misalnya, menunjukkan bahwa peranan
pemimpin agama setempat sangat besar dalam membaca
tulisan atau laporan mengenal berbagal proses
penyelesaian sengketa melalul rapat-rapat desa, yang
diadakan bila suatu - sengketa diajukan = kepada
penimpin~peminpin informal setempat. ' B

Kita dapat membaca mengenai daerah pedalaman
Kalimantan 'misalnya dalam tulisan Hudson berjudul
Padju Ipat, bahwa banyak. sengketa diselesaikan oleh
para tua-tua adat saja. Bila suatu ‘pelanggaran
dianggap belum berat oleh tokoh adat setempat ia
'menyelesalkan sendirz dengan yang bersangkuta. Dalam
hal pelanggaran vang lebih berat ia memanggil tokoh-
tokoh setempat yang lain, dan melalui rapat—rapat
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ditentukan, apakah tertuduh memang bersalah dan apa
hukumnya. Biasanya ketentuan adat yang dilanggar,
disebut dan dikemukakan juga bagaimana pada masa lalu
(preseden}_keputusannya'méngenai hal yang mirip dan
disamping hhkumnya yang biasanya bherupa denda,
dikenakan kewajiban kepada yang bersalah untuk
nenyembelih seekorx hewan yang sesudah dimasak akan
disantap bersama. Hal itu mempunyai fungsi sebagai
pefsembahah"dan untuk mengembalikan situasi pada
keadaan semula.(T.0. Ihrom, 1984 : 16-17) '

Sally Falk Moore berpendapat bahwa suatu pengka-
jian yang dilakukan terhadap bidang~bidang éosial
yang semi'otbnom,'membari kesan yang kuat bagaimana
proses yang memungkinkan aturan-aturan yang; timbul
dari dalam menjadi efektif. Juga seringkali merupakah
kekuatan-kekuataﬁ yvyang menentukan cara tunduk, atau
sébaliknya tidak Kepada Iaturan-aturan hukum yang
dibuat oleh negara. Selain itu tulisan ini juga
nengemukakan sﬁatu masalah metddologis : yaitu bahwa
bidang sosial yang semi otonom merupakan suatu cara
yang paling cocok untuk membatasi bidang~bidang
penelitian antropologi sosial dalam masyarakat yang
kompleks. Dengan itu ditunjuk Suatu'wilayah'sosial
yvyang menungkinkan dapat diterapkénnYa teknikfteknik
antropologi dalam penelitian dan pengamatan pada
lingkungan kota maupun desa. Dengan bertolak dari
definisinya, maka perhatian perlu ditujukan pada
maslah bagaimana menghubungkan dengan masyarakat yang
lebih luas. Hal ini merupakan suatu bidang penelitian
dimana bisa diterapkan berbagai macam kombinasi
teknik baru secara bersamaan : analisis jaringan,
analisis transaksi, analisis negosiasi. Cara kerja
politik kelompok-kelompok korporasi analisis situasi
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dan metode extended case dan analisis penyelesalan
publik yang dlbuat dalam rumusan—rumusan normatif.

Bidang sosial yang semi otonom itu didefinisikan
dan batas-batasnya ditentukan, bukan melalui organi-
sasinya (mungkin saja wmerupakan suatu kelompok
korporasi, atau wmungkin juga bukan) tetapi  dengan
suaty ciri prosesual atau yang' terjadi secara
berangsur, yaitu fakta bahwa ia dapat menimbulkan
aturan?aturan itu. Oleh sebab itu, suatu qelanggang
di mana sejumlah kelompok korporasi itu sendiri bisa
merupakan suatu bidang sosmal semi otonom. Banyak
bzdang_ seperti ;tu bisa saja serta sama lariSnyé
Saling berhubungan sédemikian rupa sehingga membentuk_
suatu mata rantai yang kompleks, seperti halnya
dengan jaringan-jaringan'sosial antar individu, yang
bila saling terikat bisa dianggap sebagai jalinan
mata rantal yang tidak ada akhlrnya. Hadirnya
sajumlah besar bidang sosial yang beragam satu dengan
yang lain aaling tergantung dan saling berkaltan,
merupakan salah satu ' 01r1 yang mendasardari
masyarakat-masyarakat kompleks. '

Ronsep dari bidang sosial semi otonom memberi
tekanan pada masalah-masalah otonom dan isolasi, atau
sebenarnya, tidak adanya otonomi dan isolasi, atau
sebenaxrnya, tidak adanya otonomi dan isolasi, di
samping memfokuskan pada kemampuan nambyat aturan dan
mendorong atau memaksa agar terjadi konformltas.
Penekanan pada masalah semi otonomi inilah yang pada
dasarnya membedakan pendekatan ini dari pendekatan
yang berhubungan dengan transaksi belaka. Di dalam
modelnya barth telah menganalisis bagaimana cara-
cara nilai-nilai dan norma-norma baru tumbuh dari
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hubungan transaksi (1966). tetapi d4i dalam setiap
kasus perubahan  yang ia bahas, proses perubahan
berawal dari luar lapangan hransaksi, baik itu
perubahan teknologi sepertl halnya. pada nelayan ikan
haring, atau pembuatan suatu jalan dan perdamalan
Yang dipakaakan saperti pada suku Sidat Pathans,
ataupun suatu perubahan demografik di Irak.-Di-dalam
contoh-contoh Barth, baru setelah perubahan Awal itu
memasuki bidang sosial bersangkutan, maka transaksi
menghasilkan norma dan nilai baru. Di dalam model
barth, aturan~aturan "berevoiusi". Aturan~aturan itu
muncul dari banyak tranéaksi dan pikiran'individual,
yang bertumpuk menjadi norma-norma dan nilai?nilai
baru, Tidak'ada"keraguan bahwa bebérdpa norma berkem-
bang dengan cara ini dan bahwa modelnya ini sangat
berguna. Tetapi norma juga diundangkan oleh pemerln-
tah, atau didikte qlah keputusan-keputusan adminis-
tratif dan pengadilan, atau dipaksakan dengan cara-
cara 1a1n yang dlsengaja oleh plhak-plhak swasta.
Norma~-norma ini menimpa bidang-bidang sosial yang
semi . otonom yang sebelumnya3sudah memiliki aturan dan
adat kébiasaan sendiri.

Salah satu cara yang paling umum yang dilakukan
oleh pemerintah, vyang sifatnya terpusat, untuk mema-
suki bidang-bidang sosial di dalam  lingkungan
batasnya sendiri ialah  melalui perundang-undangan.
Tetapi perundangan yang memperkenalkan hal baru atau
usaha-usaha lain untuk mengarahkan'_ perubahan.
Seringkali gagal mencapai tujuan yang dimaksud; dan
kalaupun berhasil secara keseluruhan atau sebagian,
_serlngkall serempak dengan perubahan- perubahan tersae-
but terjadi pula akibat-akibat yang sebelumnya tidak
direncanakan atau diduga. hal ini sebagian dikarena-
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kan hukum~hukum baru diberlakukan pada hubungan-
hubungan sosial di mana sebelumnya sudah ada berbagai
macam kewajiban-kewajiban yang mengikat. Perundangan
seringkali diéusun dengan harapan dapat mengubah
pengaturan-pengaturan " gosial yang bherlaku 'dengah
cara-cara tertentu. Serlngkall pengaturan pengaturan
sosial lebih kuat dari hukum yvang baru. Disarankannya
bldang—bldang sosial yang semi otonom sebagai obyek
kajian untuk diminati antropologi bukanlah karena
optimisme méngenai ﬁanfaat'préktis— nya. Ini disaran-
kan karena penelitian-penelitian yang mnenyangkut
otonom dan kualitas pengaturan yang dilakukannya
sendiri dapat menghasilkan _infdrmasi yang berharga
mengenali proses-proseas kehidupan sosial dalam
masyarakat yvang kompleks. (T.0. YHRONI, i993 3 152 -
154). - -

ahli sosiologi Van Doern menyatakan bahwa dalam
setiap pengorganisasian manusia itu selalu cenderung
kita dapéti terjatuh di luar bagan organisasi yang
telah disusun yaitu bahwa perbuatan manusia sulit
untuk didisiplinkan oleh ketentuan formal organisaéi.
Menurut Van Dooren hal ini Qisebabkan oleh karena
mereka yang diwajibkan tunduk pada bagan tersebut
mempunyai latar belakang vyang berbeda-beda, yang
masing-nasing _memberikan beban pehgafuhnya kepada
manusia sehihgga ia senantiasa mempunyai tafsirannya
sendiri mengenai_perbuatan~perbuatah apa yang semes-
tinya ia lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini
oleh Van Doorn disebutkan : Keyakinan polltik serta
pandangan.hidupnya. (satjipto Rahardjo : 72) '
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Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan
ketertiban dalam magyarakat. Selain itu hukum yvang
berlaku dalan\'masyérakat"harus dapat mencerminkian
rasa keadilan. Hal ini menunjukan bahwa hukum bukan
suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung
nilai-nilai sebagal pedoman tingkah laku bagi anqgota
masyarakat tempat hukum beroperasi. Gustav Radbruch
mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga :nilai_
dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilah.
Dapat dikatakan hukum itu sebenarmya merupakan ide-
ide ataun kelnglnan-kelnglnan tertentu yang memang
dlkehendakl oleh masyarakat Melalul anggota masyara-
kat yang diserahi peran untuk membuat hukum maka ide-
ide atu keinginan masyarakat 1tu dlwujudkan dalam
bentuk (wadah) yang dinamakan hukum. Peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh lambaga
legislatif, pemerintah maupun aparatur negara lainnya
merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari
masyarakat_kepada'sebagaian'ahggota magyarakat untuk
membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku
sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupah
bermasyarakat. Karena itu untuk menjamin pembﬁatan
hukum yang baik 'ada_l_a.h hukum yang mampu nenampung
aspirasi atau nilai-nilai yang sesuai dan selaras
dengan keinginan masyarakat itu sendiri seperti 1kan
dalam air.

Bagi masyarakat yang masih sederhana (pra modern)
barangkali peran hukum tidak begitu mehdnjollkarena
pengorganisésiannya " lebih dapat diatasi dengan
aturan-aturan kebiasaan setempat. Keadaan masyarakat
yang homogen sebagai salah satu ciri masyarakat
sederhana atau prahnkum tidak banyak memerlukan hukum
yang sangat ketat., Di sini pembagian kerja belum
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begitu jelas sehingga tingkat permasalahannya yang
timbul juga tidak terlalu kompleks. Semua persoalan
hanya diselesaikan dengan cara-cara tradisional
menggunakan kaidah—kaidah kebiasaan dan kesusilaan.
Kaidah~kaidah tersebut sudah cukup sebagai pedoman
tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial
ataupun sebagali pengendalian sosial bagi anggota
masyarakatnya. - ' ' J

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat
yang sudah tidak sederhana lagi atau kompleks atau
biasa disebut dengan masyarakat modern atau masyara-
kat hukum.'Ma8yarakat_yang sudah tidak homogen tetapi
lebih bersifat heterogen akan membutuhkan pengaturan
yang tidak sederhana lagi. Cara-cara tradisional
sudah tidak mampu '1agi dalam mengofganisasikan
masyarakat. Pengorganisasian masyarakat membutuhkan
sarana yang dapat memberlkan tingkat kepastian se-
hingga lebih jelas, yaitu huykum. Kaidah hukum memang
tampak lebih jelas sehingga batas-batas pengaturannya
juga lebih mudah diketahui oleh anggota_masyarakat.
Memang 'dalam tatanan hukum masyarakat sendiri yang
memiliki dan menentukan norma-normanya. Masyarakat
melalui badan perlengkapan yang khusus dlserahl tugas
membuat undang-undang ~akan menyelek51 nllai-nllai
dalam masyarakat untuk kemudian diangkat sebagai
noerma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagal ciri
norma hpkum antara lain pewbuatnya dilakukan secara
sengaja sehingga sangat teknis. Terdapat kelemahan
penbuatan norma yang demikian itu .karéna anggota
masyarakat vyang terlibat dalam pembuatan' nbrma
tersebut sangat terbatas sehingga tidak mungkin semua
aspira51 anggota masyarakat dapat tertampung dalam
hukum.
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Oleh Xkarena itu tidak mengherankan jika kadang-
kadang hukum yang dibasilkan tidak sesuai dengan
keinginan 'masyarakatnya, akibat lebih Jjauh akan -
muncul kesenjangan hukum (legal gap) artinya terdapat
ketidak sesuaian antara apa yang diinginkan oleh
hukum (das sollen) dengan apa yang sesungguhnya
terjadi (das sein). Keadaan démikian inilah yang
seringkali timbul cara-cara penyelesaian 'perkafa
mnenurut selera masyarakat'itu sendiri. Roscoe Pound
mengatakan bahwa timbul perbedaaan antara law in the
book dan law in action. Pembadaan ini mencakup per-
soalan—persoalan antara lain :

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang
telah diundangkan itu mengungkapkan_pola tingkah
laku sosial vang ada pada waktu itu.

2. Apakah yang dikatakan oleh pengadllan itu sama
dengan yang dilakukan olehnya.

3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh
suatu peraturan sama dengan efek peraturan dalam
kenyataannya.(Satjipto, Hukum dan Masyarakat,
Angkasa, Bandung, 19280, Hal.'71)

Untuk mengurangi kesenjangan itu maka dalam
pembuatan hukum harus mempérhatikan basis sosial
hukum vyaitu tempat beroperasinya yaitu masyarakatnya
sehlngga pelaksanaan hukum itu dapat sesuai dengan
yang diharapakan . Berkaitan dengan hal tersebut
Muladi mengatakan bahwa persyaratan proses pembuatan
Undang- Undang yang baik mellputl :

1. Dapat menyerap aspirasi suprastruktur.

2. Dapat mengartlkulaszkan aSplra31 1nfrastruktur.

3. Mengikutsertakan pandangan~pandangan kepakaran.

4. Memperhatikan kecenderungan-kecenderungan ;nterna—]
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sional yang diakui masyarakat beradab.

5. Menjaga sinkronisaSi, baik vertikal maupun hori-
sontal. ' ' |

6. Dapat nenjaga keselarasan, keaerasian dan kaselm—
bangan antara pemxkiran penertlban dan pemlklran
pengaturan (Did1 Wayadl, 1995 : 67 ~ 68) '

Di antara bidang hukum yang sangat mendapat
perhatian secara khusus baik oleh negara maupun
masyarakat luas adalah hukum pidaha. Hal ini wajar
karena hukum pldana selalu bersantuhan dengan masalah
kemanusiaan. Disamping itu ia merupakan salah satu
sarana yang dapat dipakai untuk menanggulang1 kejaha—
tan yang mengganggu roda kehidupan masyarakat Memang
dai satu 5151 hukum pidana mnempunyail tujuan untuk_'
mellndungl masyarakat dari ancaman kejahatan tetapl
di sisi lain ia Juga akan memberikan penderitaan
terhadap anggota masyarakat yang melanggarnya. Sang51
pidana yang dlkenakan kepada pelanggar normanya itu
akan dirasakan sebagai suatu pénederitaan.'Karena itu
hukum pidana dikatakan sebagai sistem sangsi yang
negatif.'Méﬁgingat sifat dari sangsi pidana itu maka
hendaknya hukum pidana. itu janqan diterapkén apabila
sarana (upaya) 1lain sudah tldak memadal, séhingga_
hukum pidana mempunya;_ fungsi yang subsidiair.(
Sudarto, 1983, Hal. 30.) |

Perkembangan masyarakat dari agraris menuju
masyarakat industri akan memberikan pengaruh terhadap
perkembangan hukum khususnya hukum pidana. Penormaan
hukum pidana juga akan mengalaml perubahan khususnya
yang menyangkut masalah Kriminalisasi. Hal ini dise-
babkan corak prilaku masyarakat yang mengalami peru-
bahan. Akibathya bentuk_kejahatan yang menjadi perha-
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tian hukum pidana juga mehgalami perubahan. Banurus-
man semasa manjadi Kapolri menyatakan :

"Berbicara mengenai masalah kriminalitas maka sejalan
dengan perkembangan' gghidupan 'masyarakat,_ ternyata
ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh _pulé
terhadap parkémbangan krimihalitas baik jenis maupun
kualitasnya. Bentuk-bentuk kejahatan yang kita temu-
kan selama ini masih tetap akan muncul dan mewarnai
sampai dékade menjelang abad ke XXI, namun kita semua
harus mewaspadai berkembangnya new dimention of
crime(kejahatan berdimensi baru), kejahatan konven
sional dengan teknxk baru dan sudah memanfaatkan
teknologi, serta munculnya new types of crime (keja-
hatan dengan sosok baru). Kejahatan dengan teknologi
canggih yang sebelumnya tidak dikenal seperti kejaha-
tan imigrasi, komputer, merk,'paten dan hak cipta,
penyadapan telekomunikasi dan lain-lain. Kejahatan
juga semakin terorganisir '(organized crime) yang
mempunyal Jarlngan organisa51 yang luas serta tertu-~
tup, ruang opera51nya dapat bersifat nasional dan
internasional, dengan jaringan sindikat yang mempun-
yai nérma~-norma tertentu_ di kalangan anggotanya.
Walaupun"yang nampak di permukaan Sekarang ini masih
bermotif ekonomi, seperti perdagangan wanita, narko-
tika, credit-card, traveller cheque perbankan sampai
dengan pemalsuan uang dan lain sebagainya, namun
suatu saat, bukan  tidak mungkin dapat berkembang
menjadi terorisme internasional yang |

sulit diperhltungkan dan dltanggulangl.“(Banurusman,
1995, hal. 3)

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat
dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut,
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maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan
hukum pidana yang mampu menampung segala dlnamlka
masyarakat. Hal ini merupakan masalah kebxjakan
_yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehi-
dupan bermasyarakat. '

Hukum pidana dapat dipakai sebagai sarana untuk
menanggulangl - perkembangan kejahatan sebaqai akibat
perubahah masyarakat. Penggunaan hukum pldana ini
sesual dengan fungsi hukum sebagai social control
atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang
telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk
menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa
angqota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi
norma-norma hukum atau tata tertxb hukum yang sedang
berlaku. (Ronny Hanltljo Soemitro, 1984, Hal. 4).

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakail
sebagai sarana untuk mérubah'atau membentuk masyara~
kat sesual dengan bentuk masyarakat yang dicita-
citakan. Fungsi demikian itu oleh Roucou Pound dina-
makan sebagai fuani "social-engineering”  atau
akat (Ronny Hanitljo SOemltro, 1985, Hal. 46)

Peﬁggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana,
sebagai salah satu upaya untuk mengatasi wmasalah
soslal termasuk dalam bidang kebijakan penegakan
hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka
kebijakan penegakan hukum itupuh' termasuk dalam
bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang
rasional' untuk 'mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sebagai suatu masalahjyang termasuk masalah kebija-
kan, maka penggunaan (hukum) pidaha sebenarnya tidak
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merupakan suatu keharusan.(Muladi, Barda Nawawi
Arief, 1992, Hal. 149).

_ Hukum yang telah dibuat itau  akan
terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam

masyarakat. Pengoperas;onalan hukum ini akan
memberikan  bukti  seberapa  jauh  nilai-nilai,
keinginan—keinglnan, ide-ide _masyarakat' yang

dituangkan dalam hukum itu dapat terwujud. Proses
perwujudan atau kongkritisasi nilai-nilai atau ide-
ide yang terkandung dalam hukum disebut penégakan
hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum
itu teruji; apakah akan ‘mengalami hambatan atau
tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak.

Karena itu dalam hukum aeringkali dimungkinkan adanya
suatu perubahan hukum itu sendiri apabila dipandang
bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Xhususnya
tentang Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukunm
rechtsstaat, tidak berdasarkan atas Kkekuasaan belaka
(machtsstaat). Di samping Citu dinyatakan bahwa
Negara Indonesia menganut sistem Konstitusional. Hal
ini'terlihat dalam Sistem Pemerintahan Negara yang
menyatakan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme
{kekuasaan yang tidak terbatas}). Kedua pernyataan
tersebut memberi arti bahwa negara Indonesia dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara harus mendasarkan
pada hukum. Hukum berada pada posisi di atas negara
atau supremasi hukum dalam'kehidupan berbanqsa dan
bernegara. Jadi Negara Indonesia tidak menganut
adanya kekuasaan yang absolut. Penyelenggaraan
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pemerintahan negara tidak hanya diartikan secara
sempit yaitu terbatas pada urusah kenegaraan, melaih-
kan diartikan secara luas yaitu meliputi segala
"bidang' kehidupan kemasyarakatan dan ' berbangsa.
Pengertian hukum tersebut juga tidak terbatas pada
peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang tértu-
lis tetapi juga mencakup' pada aturan-aturan tidak
tertulis sebagail pedoman dalam lalu—llntas kehidupan
kemasyarakatan dalam suatu wadah negara.

A.Hamid S. Attamimi menyatakan :

- "Dalam Rechtsstaat Republik Indonesia, hukum bukan
hanya produk yang dibentuk oleh Lembaga Tertlnggi
'dan/atau Lembaga~Lembaga Tinggi Negara saja, melain-
kan 1lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan yahg
membimbiﬁg tindakan%tindakan Lenbaga-Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara tersebut. Hukum'adalah
dasar dan pemberi petunjuk bagl semua aspek keglatan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan Xenegaraan Rakyat
- Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamahan, 'maupun dalanm
‘kehidupan hukum dalam arti sempmt sebagalmana kita
artikan sehari-hari".

(A. Hamid Attamimi, 1981, Hal. 66)

Dari uarian tersebut menunjukan bahwa Indonesia
termasuk negara yang roda pemerlntahannya menggunakan
hukum modern dengan ciri-ciri :

1. mempunyai bentuk tertulis;

2. hukum itu berlaku untuk wilayah negara;

3. hukum 'merupakan ingtrumen vyang dipakal secara
sadar untuk mewujudkan Xkeputusan-keputusan poli~
tik.(Satjipto Rahardjo, 1991, 124)
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Penggunaan hukum modern dengan ciri-cirinya itu
secara pelan-pelan akan menggeser keberadaan hukum

tidak tertulis (hukum adat). Meskipun Xeberadaan.

hukum tldak tertulls itu sendiri memiliki daya efek-
tifitas yang cukup dlandalkan dalam menyelesaikan
sengketa dalam masyarakat, karena baqgi anggota na-
syarakat dirasakah sesuai dengan rasa keadilan. Akan
tetapi pada umumnya para pejabat hukum dalam menyele-
saikan kasus-kasus hukum lebih banyak menggunakan
sarana hukum tertulis; sekalipun nilai keadilan dan
kemanfaatan sering terabaikan. Jadi hanya semata-mata
mengejar nilai kepastian. Hal ini tidak akan menim-
bulkan masalah jika hukum tertulis tersebut benar-
benar dibuat sesual dengan Xkultur dan nilai~-nilai
serta falsafah hidup masyarakat tempat baroperasinya
hukum tersebut. Sebaliknya apabila hukum tertulis
tersebut tidak sesuai atau tidak diserasikan dengan
kultur dan nllal nllal serta falsafah hidup masyara-
kat maka vyang terjadi adalah ketldakadilan. Bahkan
gecara ekstrim dapat terjadl pemaksaan hukum kepada
masyarakat. Jadi bukan hukum untuk nmasyarakat melain-
kan masyarakat untuk hukumn., Friedrich Carl Von Savig-
ny menyatakan bahwa hukum itu adalah'perwujudan dari
jiwa bangsa (Volksgeist). (Ronny Hanltljo Soemitro,
Diktat Kuliah PIH Tanpa Tahun) '

Di antara bldang hukum yang paling sering menim-
bulkan persoalan yang dllematls adalah hukum pldana.
Tidak hanya masalah kejahatan yang merupakan bidang
kajian hukum pidana, tetapi juga masalah yang berkal—
tan dengan nilai~ nllal dan harkat martabat manusia
selalu d;pertaruhkan dalam hukum pidana. Karena

begitu hukum pidaha diundanqkan' maka penerapannya

terhadap pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana
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akan menlmbulkan aklbat yang menyedlhkan khususnya
sangsinya yang berupa pldana.

Leo Polak mengatakan :

% Hukum pidana adalah bagian dari hukum
yang paling celaka, sebab ia  (hukum Pidana)
sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itﬁ’hukum, dan
dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum.
Kedengaranya keras}'tetapi kita harus mengatakan itu
dan menunujukan ' ia tidak mehgenal baik dasarnya
maupun ' batasnya - tujuannya maupun ukurannya.
Problem-problem dasar ldari ~ hukum pidana atau
sebenarnya satu-satunya problem dasar dari hukum
pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran dari -
penderitaan pidéna yang patut:patut diterima, tetap
merupakan problema yang tidak terpecahkan." (Sudarto,
1982, Hal 32) | "

Dangan demikian penggunaah hukum pidana benar-
benar harus dibatasi dan-seaﬁdainya ingin digunakan
harus diperhitungkan secara matang; tidak sembrond.
Hal ini sesuai dengan sifat pidana " ultimum remedi-

um" (obat yang terakhir) artinya apabila, tidak perlu
sekali hendaknya jangan menggunakan pldana sebagai
sarana. (Sudarto, 1982 Ha1:3? ) ' '

Hukum yang telah Aipilih sebagai sarana untuk
mengatur' kehidupan bermasyarakat, bernsgara dan
berbangsa yang berwujud peraturan perundang- undangan
melalul_aparatur negara, maka perlu ditindak lajuti
dengan usaha pelaksahaah hukum itu secara baik sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sini kita
telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam
hal ini perlu diperhatikan' komponen-komponen yang
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terdapat dalam sistem hukum :

1, Struktur yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam .

suatu mekanisme. Dalam struktur ini meliputi
organ-organ yanq mempunyai keabsahan mengeluarkan
atau membuat suatu produk hukunm tersebut Misalnya
pengadllan, badan pembuat undanq serta badan—badan
pemerlntah 1a1nnya.

2. Substansi vyaitu produk hukum yang dihasilkan

. dari sistem hukum. Misalnya pengadilan sebagai
struktur mengeluarkan keputusan, undang-ﬁndang
yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang serta
setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan
pemerintah lainnya. Itu semua merupakan bagian
dari komponen substan51. '

$

3. Kultur yaitu komponen yang berupa sikap dan nilai-
hilai yang menjadi pegangan publik yang akan
menentukan apakah hukum itu akan dipaka1 dalam
menyelesaikan. masalah-masalah hukum.

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses

perwujudan ide~ide, nilai-nilai yang terkandung dalam

hukum maka sebenarnya kita telah masuk pada bidang
manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum  ini
memerlukan wadah yang digebut organlsa51 beserta
bireokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks
kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala
kebutuhan hldup sangat menonjol.

Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi yang
dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu

perlu mempunyal suatu tingkat otonomi  tertentu.
_ _ » _
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Ctonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber~'
sunber daya Yyang tersedia dalam rxangka mencapai
" tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa :

1. sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa,

' panitera; ' ' ‘

2. sumber daya fisik, seperti gedung perlengkapan,
Xeridaran; '

3. sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan
gumber-sumber lain; | |

4. sumber-sumber daya selebihnya yang dibutuhkan
untuk ménggerakkan organisasi dalam usahanya
mencapai tujuannya.(satjipto Rahardjo, hal, 10)

Kalau dilihat secara fungsionil, maka sistem
penegakan hukum jtu merupakan suatu sistem aksi. Ada
sekian banyak’aktivitas yang dilakukan-oléh perleng-
kapan negara dalam penegakan hukum. Yang 'dimaksud
"alat  penegak  hukum"  itu biasanya hanyalah
kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan  yang
mqmpunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan
tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara

luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka
- penegakan hukum itu menijadi tugas pula dari pembentuk
undang-undang, hakin, instansi ‘pemerintahan

(bestuur), aparat eksekusi pidana. (Sudarto, 1981,
hal.41) ' '

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan. hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak seba-
gai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir wuntuk
menciptakan, memeliha:a dan mémpartahankan kedamaian
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-

pqrgaulan_hidup.(Soerjono Soekanto, 1980, hal. 2)

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa
penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakakatnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat
keputusan yang tldak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, akan tetapl menpunyai unsur penllalan
pribadi . Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hake-
katnya diskresi berada di antara hukum dan mnoral
(etlka dalan art1 sempxt) ( Soerjono SOekanto, 1980,
hal. 2)

Faktor~-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini
akan dibatasi pada Undang-~Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum. _

3. Faktor sarana- atau fasilitas yang mendukung pene-
gakan hukum.

4, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan.

5, Faktor kebudayaan,' yakni sebagai hasil karya,
cipta' dan rasa vyang didasarkan pada Kkarsa
manusia di dalam pergaulan hidup.(Scerjono
Soekanto, 1980. hals) o | | |

Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan
beker ja Sebaqai respons terhadap peraturan-peraturan
hukum merupakan fungei dari peraturan yang ditujukan
Repadanya, sanksi-sanksinya, ksaseluruhan kompleks
dari kekuatan-kekuatan sosial, pblitik dan lain-lain
yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang
datang dari para pemegang peran (“role occupants").
Uraina tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :
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Pembuat
Hukum

Birokrasi Pemegang
Penegak — Peran
Hukum

Kekuatan-
Kekuatan
Sosial
Politik,
dan sete-
rusnya

(Ragaan : Birokrasi penegak hukum dan lingkungannya)
(Satjlpto Rahardjo, Tanpa Tahun, Hal. 28)

Dalam penegakan hukum akan dipengaruhi nilai-
nilai yang pada akhirnya lembaga penegak hukum akan
mengembangkan nilai-nilai _sendiri di dalam lingkup
organisasi lembaga terseébut. Nilai-nilai tersebut
dibutuhkan untuk mendukung'bekerjanya lembaga'seCara
baik. Dengan demikian terbentuklah suatu Xkultur
penegakan hukum. Masuknya unsur kultur ini yang akan
menunjukan prilaku-prilaku penegak hukun seperti
polisi yang tidak sana persis dengan patokan~patokan
formal dari perumusan hukunm.

(Satjipto Rahardijo, Tanpa Tahun,_Hal. 28 -~ 29.)

Dalam hukum modern, kontrol sosial polisi dise-
lenggarakan secara formal, birokratis dan prosedural.
Artinya, pekerjaan kontrol yang dilakukan oleh polisi
merupakan bagian dari struktur hukum dan birokrasi
modern, yang bekérja berdasarkan prlnsip-pr1n51p-
keterlkatan pada - prosedur dan formalltas tertentu.
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Tetapi setiap kali kita melilhat, bahwa pertemuan
langsung antara polisi dan masyarakat menyebabkan

pekerjaan polisi tidak bisa dirantai oleh formalitas -

dan birokrasi yang ketat.(Satjipto Rahardjo dan Anton
Tabah, 1993, hal 12). |

Sejak negara memakai SPP, maka sekalian bantuk
dan praktek penjagaan keamanan pada waktu lalu harus
mundur. Tetapi, secara sosiologis keadaannya adalah
tidak segampang dan sesederhana seperti vang
dikehendaki oleh hukum. Ternyata tidak mudah untuk
menyuruh minggir kontrol sosial yang selama ini telah
dijalankan oleh masyarakat. Kendati posisi monopoli
dipegang polisi dan kendati telah ada doktrin "tidak
boleh main hakim sendiri" tetapi setiap kali masih
kita saksikan munculnya kontrel sosial yang dilakukan
secara informal oleh masyarakat. Keadaan di Indonesia
yahg begitu luas, majemuk, dan kemajuan yang berbeda-
beda itu membantu menyuburkan kontrol sosial informal
'tersebut.(Satjiptp _Rahardjo dan Anton Tabah, 1993;
hal. 12). ‘ o |

Berkaitan dengan tugas polisi sebagi penegak
hukum, ada 6 penyebab mengapa pelaksanaan hukum
secara penuh sukar dipraktekan : ' '

1. Pémbatasan prosedur oleh hak-hak hukum warga
negara. ' _

2.Penafsiran (bebas) yang membingungkan dari kitab
undang-unadang atau peraturan-peraturan hukum.

3. Kesulitan-kesulitan teknis, seperti keterbatasan
waktu, tenaga dan peralatan dalam pelacakan dan
penyelidikan kejahatan. - |

5, Tuntutan organisasi dari satuan kepolisian
setempat yang memberikan bimbingan baik dalam
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pelaksanaan hukum pidana atau yang bukan

pelaksanaan hukum pidana. o
5. Orientasi atau nilai ideologi para anggota polisi-

yang memiliki suatu dasar untuk menyelidiki

pelaksaan hukum, o o '
6. Banyaknya tekanan masyarakat yang menghalangi

'penegakan hukum secara penuh dari beberapa hukum

pldana (A Keith Bottom, 1973. 37)

L
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum

pidana menjadi tiga, yakni :
1. Total Enforcement.

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana seba-
gaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
(substan = tive law of crime). Penegakan hukum pidana
secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para
penegak dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana
yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggledahan, penyitaan:dah pemerikasaan
pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum
pidana supstantif sendiri’ memberikan batasan-batasan,
misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai
syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht
delicten). Ruang 1ingkup yang dlbata31 in1 disebut
sebagal area of no enforcement
2. Full Enforcement. o

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bergifat total tersebut dikurangi area of no enforce~
ment, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang
disebut full enforcement. Dalam penegakan hukum
pidana ini, para penegak hukum diharapkan menegakan
hukum secara maksinal.
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3. Actual Enforcement.

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistid expectation, gebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, person-
il, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yvang
kesenuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya
discretion. Dan sisanya inilah yang disebut dengan
actual enforcement. '

(Muladi, 1995, Hal., 16 ~- 17)

Sebagaifsuatu proses yvang bersifat sitemik, maka
penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai pener-
apan hukum pidana (criminal law application yang
melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa
aparat kepolisiah,' kejaksaan, pengadilan dan pema-
syarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga
penasehat hukun. Dalam hal ini'penerapan hukum harus
. dipandang dari tiga dimensi : |

1. Penerapan hukun pidana dipandang sebagal sistem
normatif (normativé system), yakni penerapan
keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-
nilai sosial,'yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Peherapan hukum pidana dipandang sebagai sistem
administratif = (administratif  system), yang
mencakup  interaksi antar _pelbagéi aparatur
penegakan  hukum yang merupakan sub~sistem
peradilan di atas. '

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial
(social system),  dalam arti bahwa dalam
mendefinisikan dan merekasi tindak pidana harus
pula diperhitungkan pelbagal perspektif pemikiran
yang ada di dalam lapisana masyarakat. Sehubungan
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dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan
bahwa sebenarnya hasil penerapan “hukum pidana
harus menggambarkan- keseluruhan_ hasil interaksi |
antara hukum, praktek administratif dan perilaku
sosial, | ' |

{Muladi, 19985. Hal. 41)
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

1-

Untuk mengetahui faktor-faktor kriminogen
yang menimbulkan pencurian kayu hutan oleh
anggota masyarakat. _

Untuk mengupayakan cara penanggulangan
faktor-faktor krimiminogen tersebut.

B. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan : : '
Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat
dijadikan bahan masukan guna pembuatan
kebijakan negara yang berkaitan dengan
masalah kehutanan. ' '

Khusus bagi aparatur penegak hukum, diharap

kan hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam penegakan hukum yang
berkaitan dengan kejahatan pencurian kayu
hutan.,

Bagi  Fakultas Hukum, diharapkan hasil
penelitian ini dapat dipékai sebagai bahan
informasi guna pengembangan ilmu khususnya
antropologi Hukum. | ' |
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"BABIV
METODE PENELITIAN

A. Metode PepndeKkatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-
legal yang dikhususkan pada pendekatan antropologis.
Di sini hukum dilihat seperti apa yvang tampak dalam
pandangan masyarakat artinya hukum dilihat sebagaima-
na dlpersepsxkan oleh anggota masyarakat. Jadl, hukum
dilihat tidak saperti apa yang ada dalam peraturan-
peraturan tertulis, tetapi apa vyang nyata—nyata
menjad1 prilaku nyata sehari-hari dalam masyarakat.
Dengan - demikian akan terkait pula dengan budaya
masyarakat setempat. Karena' itu, penelitian ini
menggunakan metode Kualitatif. '

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalan 'penelitian ini
adalah data primer dan data sekender. Data primer
berupa hasil'wawancara.dengan para informan, sedang-
kan data sekender berupa bahan-bahan hasil semihar
atau simposium maupun literatur-literatur serta
' laporan-laporan penelitian ( dokumen ) yang telah
lebih dahulu dilakukan. | '

C. Ropulagi
Popu1a51 dalam penelitian ini adalah mereka yang

terkait dengan pencurlan kayu hutan yang terdiri
dari: '
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1. Pelaku pencurian.

2. Petugas ('polisi ) yang menangani pencurian kay
hutan. ' : :

3. Pétugas Lenbaga Pemasyarakatan.

4. Masyarakat sekitar hutan.

D. Sampel .

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilaku-
kan secara purposive yang diawali dengan menentukan
informan yang'diharapkah dapat memberikan informasi
Yang lengkap dan mendalanm. Kemudian pemilihan sampel
ini diteruskan kepada informah_lain hihqga_betkembang
mengikuti "“Bola Salju® dan akan bkerakhir setelah
terdapat indikasi tidak muncul variasi/informasi
baru. (Faisal, 1990 : 159 ) ' '

~ Pata yang telah terkumpul melalui kegiatan
pengumpulan data akan diprdses dengan pengolahan data
yang meliputi pengkategorian data dengan cara member~
ikan kode-kode atau kriteria data. Setelah itu disai-
ikan dalam bentuk laporan penelitian. |

F. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara
kualitatif yaitu dengan' mendeskripsikan data dalam
kentuk penjalasan—penjelaSan atau uraian-uraian. Di
samping itu digunakan pula inferial analitik yaitu
‘dengan pengambilan'kasimpulan berdasarkan data yang
telah terkumpul. ' -
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A, TINJAUAN UMUM
A.l. LETAK

Dengan ditetapkannya lembaran tambahan vyang
terakhir (byblad) pada "Lembaran Negara Pemerintah
Republik Indonesia"® dengan surat keputusan Menteri
Pertanian tanggal 16 Juli 1952, No. ?3/Um/52, maka
Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi. meliputi :

1. Karesidenan Semarang terdiri dari :
a. Sebagian Kabupaten Demak.
b. Sebagian Kabupaten Grobogan.
2. Karesidenan Pati terdiri dari
a. Sebagian Kabupaten Pati.
b. Sebagian Kabupaten Kudus.

Batas-batas Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi dapat
 diuraikan secara singkat sebagai berikut :
1. Sebelah Utara :

Dari muara Kali Tanggulangin ke Timur, terus ke
Dukuh Mutih - Dukuh Jongpasir - Dukuh Blobak sampai
Dukuh Mijen. Dari Dukuh Mijen ke Timur urut batas
Kareszdenan sampai dengan titik iris Karesidenan
Semarang - Kar331denan Pati, kemudian terus urut kali
Tanggulangln. Dari kali Tanggulangin Xkemudian terus
sampai titik iris Jjalan raya Demak - Kudus terus
belok ke selatan sampai pertigaan jalan dari Babalan
- Prawoto. Dari pertigaan Babalan - Prawoto terus ke
Timur sampai dukuh Kuwawur - Dukuh Randukuning,
sampai Dukuh Sendang. Dari Dukuh Sendang terus ke
timur sampai Kali Dungwaru. ' '
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2, Sebelah Timur :

Dari Kali Dungwaru ke selatan sampai dukuh Singo-
pronan, terus sampai titik iris jalan raya Wirosari -
Blora, terus ke selatan sampai Kali Lusi. |
3. Sebelah Selatan : ' -
~ Dari titik iris Kali Lusi ke barat sampai dukuh
Dempet terus ke barat sampal dukuh Janggol. Dari
dukuh Jenggol terus ke barat sampai dukuh Balikambang
terus ke barat sampai dukuh Plosoc - Ploso Nombongan,
terus ke barat sampai kota 'Purwodadi. Dari kota
Purwodadi terus ke'barat, jalan raya jurusan Purwoda-
di - Denak, lewat Godong =~ Dempet terus ke barat
sampai dengan kota Demak. Kemudian dari Demak -terus
Ke barat urut kali Kontrak sampai ke muara Laut Jawa.,
4. Sebelah Barat :

~ Batas KPH Purwodadi sebelah barat merupakan Lautan
Jawa. Sebagali batasnya mulai ‘muara kali Kontrak,
terus ke utara sampai kali Tuntang. Dari muara kali
Tuntang terus Ke utara sampai muara kali Serang.
Sédangkan batas KPH:yang mengelilingi KPH Purwodadi
adalah sebagai berikut : ' '

1. Sebelah Utara KPH. Pati.

2. Sebelah Timur KPH. Blora.

3. Sebelah Selatan KPH. Gundih,

4. Sebelah Barat Lautan Jawa.

Kemudian untuk bahan gambaran yang lebih jelas dari
uraian batas-batas wilayéh Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Purwodadi, dapat diperiksa pada lampiran peta
ikhtisar letak hutan skala 1 : 100.000 dari Buku
A.III. Luas Kawasan hutan KPH Purwodadi adalah :
19.620,8 HA terdiri dari 3 bagian hutan dan 8 bagian
KPH, dapat diuraikan sebagai berikut :
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I. Bagian Hutan Grobogan :

1. BKPH Pengaten : 2.347,1 Ha

2. BKPH Jatipohon : 3.263,3 Ha

3. BKPH Linduk i 3.143.6 HA
Jumlah :

8.754 Ha

- II. Bagian Hutan Sambirejo

1. BKPH Sambirejo : 2.342,8 Ha

2. BKPH Pojok %+ 1.,969,9 Ha

3. BKPH Tumpuk s 2.139.4 Ha
Jumlah :

6.452,1 Ha

IIl. Bagian Hutan Kradenan Utara

1. BKPH Karangasem  : 2.346,9 Ha
2, BKPH Bandung i 2.,067.8 Ha
Jumlah : 4.414,7 Ha

Dari luas tersebut di atas pada tiap-tiap BKPH ter~
diri dari 3 s.d 6 Resort Polisi Hutan, yang jumlah
keseluruhan KPH Purwedadi -adalah 32 Resort Polisi
' Hutan. KPH Purwodadi menurut pembagian wilayah Admin-
istratip pada tiap-tiap Kabupaten sebagal berikut :
1. Karesidenan Semarang

- Sebagalan Kabupaten Grobogan i 17.895.6 ng

Jumlah : 17.895,6 Ha

2. Karesidenan Pati ,
a. Sebagian Kahupaten Pati : 1.189,6 Ha

b. Sebagian Kabupaten Kudus N 535,6 Ha
Jumlah ' i 1.725,6 Ha

3. Jumlah KPH Purwodadi .t 19.620,8 Ha
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Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa KPH
rurwodadi bagian térluas,”yaitu 91,21 % terletak di
Kabupaten Grobogan, Karesidenan Semaranq. Dengan
terpusatnya luas kawasan hutan pada kabupaten Grobo-
gan, naka keadaan ekonomi dan keadaan penduduk seki-
tar hutan Khususnya Kabupaten Grohogan perlu menda-
patkan gambaran yang jelas.,

Luas serta fungsi tanah yang ada di Kabupaten Grobo-
gan dapat diuraikan sebagai berikut :

]

LUAS KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN
HASIL EVALUASI PENGGUNAAN TANAH
DIPERINCI MENURUT JENIS TANAH

DAN PROSENTASENYA - -

NO.| Luas Penggunaan Jenis Tanah | Luas (Ha) | 3%

I | Tanah Sawah : '
1. Berpengairan Teknis 1 12.401,461
2. Berpengalran 1/2 Teknisg 2.804,740
3. Berpengalran sederhana 3.185,618
4. Tadah hujan 42.539,689
5. Pasang surut ! ' -
6. Lainnya : 3,540

Jumlah b 60.935,045 30,84

II Tanah Kering
1. Tanah untuk bangunan dan

halaman 27.067,565
2. Tegal/Kebonan/Ladang/Huma| 33.164,582
3. Padang rumput - 32,847
4, Tanmbak -
5., Kolam/empang ' 68,510
6. Tanah yang sementara tl— _
- dak diusahakan 103,350
7. Tanah untuk tanaman kayu-

‘Kayuan ' 64,327
8. Perkebunan Naegara/Swasta | - '
9. Tanah lainnya 7.387,164

Junlah ) 67.888,34% |34,36
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III Hutan Negara 68.763,030

Junlah IR 68.763,030 |34,80

Jumlah I+II+III 197.586,420 | 100

Dari -data tersebut di atas nampak bahwa luas kawasan
hutan Kabupaten Grobogan : 68.763,030 Ha, meliputi
luas kawasan hutan KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH:
Telawah dan KPH Semarang. Dengan mempelajari data-
luas tanah pertanian tersebut, belum berarti bahwa di
hidang partahian untuk kabupaten Grdbogan sudah
mencapai optimum, walaupun sudah diusahakan intensi-
fikasi terus menerus, mengingat daru luas tanah-tanah
pertanian tersebut tidak seluruhnya nendapatkan
urgensi/pengairan'secara terus menerus/kontinyu.
Berikut ini disajikan pula mata pencaharian penduduk
Kabupaten Grobogan pada umur 10 tahun ke atas sébagai
berikut : '

JUMLAH PENDUDUK KABUDPATEN GROBOGAN
DIPERINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN
(UMUR 10 TAHUN KE ATAS) TAHUN L995

No. Pekerjaan . Jumlah
1 Petani sendiri 315.104
2 Buruh tani 141,748
3 Nelayan -
4 Pengusaha 1.729
5 Buruh Industri : 8.572
6 Pedagang 7.185
7 Pengangkutan 2.423
8 Pégawal Negeri (Sipil/ABRI) 14.040
9 - Pensiunan _ i 4.850
10 Lain-lain 73.829
Jumlah 569,480
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Dari data tersebut di atas dapat tampak bahwa seba-
gian besar penduduk Kabupatén Grobogan yang bekerja
sebagai petani sebanyak 315.104 corang, sedahgkan-
buruh tani sebanyak 141.748 orang.

Sehubungan penduduk Kabupateh Grobogan sebagian besar
bekerja sebagai petani dan buruh tani, maka Kabupaten
Grobogan merupakan salah satu daerah yang menghasil-
kan produksi Padi, Jagung, Ketela pohon, Ketela
rambat, Kacang tanah, Kacang pendek, Kacang hijau dan
Sargum. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut di
bawah ini. ' |

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PANENAN KABUPATEN
GROBOGAN DIPERINCI PER JENIS PANENAN

TAHUN L1995

No. | Jenis Panenan Luas (Ha) Produksi(Ton)
1 Padi Sawah 70.432 315.317
2 Padi Gogo 1.069 4.445
3 Jagung © 39.694 63.501
4 Ketela Pohon : - 7.240 77.988
5 Ketela Ranmbat 1.202 6.165
6 Kacang Tanah 631 _ 510
7 Kacang Kedele 9,799 6.881
- 8 Kacang Hijau 1.591 408
9 Sargum ' 519 330
Jumlah 132.177 475,545

Disamping sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan
bekerja sebgai petani dan buruh tani, maka dalam
usaha mengamankan hutan dan sekaligus memberikan
lapangan kerja kepada penduduk sekitar hutan, dise-
diakan lapangan kerja':berupa kegiatan produksi,
pemelihaxaan tanaman dan angkutan hasil hutan. Para
pénduduk sekitar hutan yang jarak tenmpat tinggalnya
cukup jauh dari lokasli tanaman/tebangan disdiakan
babagan/baSecamp, sehingga sangat membantu, pengama-~-
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nan hutan maupun Kesejahteraan rakyat sekitar hutan.
Sebagai gambaran dapat dilihat data satatistik dalam
tabel berikut ini.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN DIPERINCI
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

TAHUN 1995
: JML  Penduduk

No. | Kecamatan JML KK

Laki-~ Perem- Jumlah

laki puan
1 Brati 7.446 | 16.828 17.187 34,015
2 Grobogan 11.905 | 25.403 26.326 51.729
3 Klambu 5.605 | 12.366 12.905 25.271
4 Ngaringan . 9.611 | 24.455 24.276 48,731
5 Purwodadi 22.132 | 44.786 48.433 93.219
6 Tawanghar jo 9.509 | 19.403 21.324 40.727
7 Wirosari - 14.249 | 33.177 34,009 .67.186

Jumiah 80.457 | 176.418 184.460 360.878

Di samping lapangan pekerjaan tersebut, untuk menam-
bah pendapatan, penduduk juga memelihara ternak{ Hal

ini dapat dilihat dalam tabel berikut :
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JUMLAH TERNAK DI KABUPATEN GROBOGAN DIPERINCI
MENRUT KECAMATAN DAN JENIS TERNAK

. TAHUN 1995
*, |
No| Kecamatan | Sapi | Sapi | Kerbau { Kuda }Kambing | Babi
| perah| biasa| = .. |/domba
1| Brati - 1.615 825 6 - 3.180 -
2 | Grobogan 206 | 3.284| 1.398 65 4,504 | 1.715
3| Klambu | - 514 1.237 9 3.064 -
4 | Ngaringan - 5.779| 2.008 33 8.007 -
5 | Purwodadi - 4,513} 1.154 112 5.784 -
6 | Tawang -
harjo - 2.216 913 64 4.899 -
7 { Wirosari - 8.740 637 74 12.549 285
Jumiah 206 {26.661] 8.172 363 | 41.987 | 2.000

Dengan memperhatikan data ternak terutama sapi,
kerbau, domba dan Xambing dikhawatirkan akan meng-
ganggu terhadap kelestarian tanéman'yang masih muda
jika dalam pengembalaan ternak tersebut tidak diawasi
secara baik. Karena itu perlu dilakukan upaya preven-
tif terhadap gangguan ternak akibat pengembalaan
secara sembarangan di hutan

Penjualan hasil hutan berupa kayu dengan cara lelang
kecil, lelang besar dan dan di bawah tangan, dituju-~
kan'sebagai sarana untuk Kebutuhan masyarakat Kabupa-
ten Grobogah umumnya, dan khususﬁya kebutuhan pendu-
duk di sekitar hutan. Selama 9 tahun terakhir penjua-
lan kayu berupa lelang kecil, lelang besar dan di
bawah tangan tangan per tahun mencapai jumlah rata-
rata untuk lelang besar; 13.006 m3, untuk lelang
kecil 4.289 m3 dan 5 sm, dibawah tangan 2.569 m3 dan
1.740 sn. - |

Berikut ini disajikan data penjualan hasil hutan
selama 9 tahun sebagai berikut :
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JUMLAH INDUSTRI DI KABUPATEN GROBOGAN
"DIPERINCI MENURUT JENIS INDUSTRI

No.| Jenis Industri Jumlah
1 Penggergajian kayu 14
2 Mebelair 2
3 Minyak kayu putih 1
4 Batu merah - 97
5 Genting 652
6 Pembakaran gamping 97
7 Tahu 23
8 Krupuk 16

A.2. KEADAAN LAPANGAN

Tinggi dari permukaan laut, KPH Purwodadi berki-
sar antara 0 - 500 m, dengan curah hujan yang terca-
tat dalam tahun 1995 berjumlah 884 mm.. Pada bulan
September dan Oktober merupakan bulan kering sehingga
curah hujan mencapai 0 mm. Curah hujan tertinggi
yaitu 139,7 mm pada bulan Januari.

KPH Purwodadi sebagian besar terletak dalam
daerah aliran Sungai Lusi - Serang; dan di samping
itu terdapat pula dataran-dataran tinggi, perlembahan
bukit llpatan.

Jalan ‘angkutan yang meliputl Jalanwjalan mobil
dan lori Kepunyaan Perhutani yang terdiri dari 207,47
km jalan mobl, dan 136,98 km jalan lorl, dimana belum
termasuk jalan desa.

Keadaan topografi di KPH Purwodadi pada umumnya
rata dan datar, terkecuali di beberapa tempat kea-
daannya curam dan bergelombang antara lain di Kemadoh
Batur, Pakem, Taruman, Wonosoéo, Randukuning, Ngriyo,
Purwo, Tegal Sumur. Keadaan tanah di KPH Purwodadi
bermacam—macam,'mediteran coklat kemerah-merahan dan
Grumosol kelabu tua dengan bahan induk batu endapan
kapur dan mergel.
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A.3. SUAKA ALAM

Dalam wilayah KPH Purwodadi hampir tidak terdapat
suaka alam. Demikian pula untuk margasatwa belum
diadakan pengamatan-pengamatan yang secara intensif
dilaksanakan. Sebagai gambaran berikut data margasat-
wa di KPH Purwodadi :

[No| Satwa | 85 | 86 [ 87 | 83 | 89 | 90 | 91 (92 |93 [94

1 | Babi 175] 150{ 136| 140} 145} 133{ 126f 34! 51| 96
2 | Kijang 501 55 42| 37| 34| 30| 22| 18; 31}154
3 | Merak 75] 67| 55| 45| 497 60] 52] 25{ 31]|120
4 | Ayam

hutan 251 251 30f 331 20| 15! 10f 12| 8i649
5 | Kera 751 50| 6&85| 60| 73| 70| 69] 32{ 7(560
6 | Harimau - - - - - - - - - 2

Biaya pengamatan untuk suaka alam/margasaywa mulai
tahun 1985 s.d 1994 dapat dikatakan tidak ada sama
sekali sehingga sampai akhir tahun 1996 belum dapat
dilakukan pengamatan yang lntenSLf tentang kondisi
suaka alam/margasatwa.

B. SEJARAH BERDIRINYA PERUM PERHUTANI
B.1l. Ununm '

Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1972
(Lembaran Negara RI tahun 1972 No. 20), yang ditetap-
kan/disyahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret
1972.

Perum Perhutani berbentuk Badan Hukum yang dipim-
pin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur
Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur,

Perum Perhutani merupakan peieburan dari Perusa-
haan Kehutanan Negara - (PN Perhutani Jawa Timur dan
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Jawa Tengah), yang masing-masing didirikam berda-
sarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1961
(Lembaran Negara RI Tahun 196l No. 40):; tambahan
lembaran RI No. 2174 untuk Jawa Tengah dan untuk Jawa
Timur berdasarkan Peaturan Pemerintah RI No. 18 tahun
1961 ({Lembaran Negara RI tahun 1961 No. 39; tambahan
lembaran Negara RI 2173). '

Selanjutnya masing-masing dijadikan Unit Produksi
dari Perum Perhutani dengan sebutan Unit I Perum
Perhutani Jawa Tengah dan Unit II Perum Perhutani
Jawa Timur, sedangkan Dinas Kehutanan Jawa Barat
menjadi Unit III Perum Perhutani Jawa Barat berda-
garkan PP No. 2 Tahun 1979. '

Tujuan umum Perum Perhutani secara garis besar
sesuai dengan UU No. 9 Tahum 1969 yaitu turut memban-
gun ekonomi nasional dengan mengutamakan Kebutuhan
rakyat ketenteraman dan ketenangan bekerija dalam
perusahaan, untuk menuju masyarakat adil makmur,
material dan spiritual.

2. Sejarah Pelaksanaan Pengelelaan di Purwodadi

Pelaksanaan pengelolaan dimulail pada tahun 1917
dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan menurut bagian
hutan (Bosahafdeeling). Kesatuan Pemangkuan Hutan
(Houtvesterry Beheer) Purwodadi merupakan awal penge-
lolaan hutan. Pada tahun 1917 Boschafdelling Kradenan
Utara dibentuk sebagai perusahaan jati (Jatibedrijf).
Kenudian berturut&turut _didifikan perusahaan yang
sama yaitu Boschafdelling Grobogan pada tahun 1918
dan boschafdelling Sambirejo pada tahun 1922,

53




Pengukuran Kesatuan Pengelolaan Purwodadi dilak-
sanakan”pada'tahun 1930 dengan : Gouvernements Be-
.sluit vVan Den Hoofd Inspecteur tanggal 21 November -
1930 No. 6672/Al; tanggal 18 Desember 1930 No.
9/9072. ' '

Sejak terbentuknyé Kesatuan Pengelolaan tersebut
ditunjuk seorang Houtvester (Kepala Sub Daerah Hutan)
vang bertanggung 3jawab penuh terhadap Apper Hout~
vester. ' ' - -

C. ORGANISASI DAN BAGAN ORGANISASI PERUM PERHUTANI
KPH PURWODADI ‘

Perum Perhutani KPH Purwodadi merupakan bagian
dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dipimpin
oleh seorang Administratur (Adm) dan dibantu oleh
beberapa orahg Ajun., Organisasinya disusun atas dasar
departementalisasi fungsional (pekerijaan dikelompok-
kan menurut fungsi dari organisasi) dan departementa-
lisasi teritorial (pembentukan kelompok atas dasar
bidang geografis). ' ' |

54




A. DAFTAR NAPI/TAHANAN DI RUTAN PURWODADI
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1996

DEWASA | DW.MD.27TH | MD.21TH | ANK.14TH| JML
GOLONGAN
P Pl W P | W PIW | P|W

NAPI |
Bl 21 - 2 1 - - - - 51 -
B2 131 1 8 8 - - - - 291 1
B2b - |- - - - - - 11 -
B3 - - - . - - - -1 -
JUMLAH 16 | 1 10 9 - - - - 3511
NAPRA
Al 23 | 3 7 - 7 - - - 37| 3
A2 14 | 1 3 - - - - - 171 1
A3. St 3 - 3 - - - 11} 1
A4 1] - 11 - - - - - 2| -
JUMLAH - | 43] 5 | 14 | - - |- |- |65

TOTAL NAPI : 36 Orang

Keterangan :

Bl ¢ pidana > 1 tahun

B2a ¢ pidana < 1 tahun

B2b ! pidana > 3 bulan

B3 ' HEE

TOTAL NAPRA : 72 Orang
Keterangan :

Al : Tahanan Polisi
A2 ¢ Tahanan Jaksa
A3 : Tahanan Pengadilan Negeri
A4 : Tahanan Pengadilan Tinggi

Menurut informasi petugas Rutan Purwodadi sebagian
besar atau 45,37 % (45 orang) baik Napi maupun Napra
tersebut melakukan tindak pidana pehcurian kaYu
hutan.
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Dilihat darl jenis pekerjaan Napi dan Napra tesebut
sebagian besar‘yaitu 95,921 % (47 orang) adalah peta-
ni, sisanya bekerja sebagai wiraswasta 1 orang atau
2,04 % dan sopir 1 orang atau 2,04 %.
Dilihat dari tingkat pendidikan Napi dan Napra dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut : '

Jenis Kelamin Jumlah %
Tk. Pendk P W P W
Buta Huruf{ 13 T 13 ] 28,57
SD T.Lulus 9 3 9 3 24,48
SD Laulus 21 - 21 - 42,85
SMP 2 - 2 - 4,08
Jumlah 45 4 45 4 100

Data tersebut menunjukan bahwa Napi maupun Napra
berpendidikan rendah yaitu sebagian' besar hanya
sampal pada tingkat Sekolah Dasar bahkan terdapat
28,57 % buta huruf.

Data tersebut di atas lebih diperkuat dengan

data yang ada'di Polres Purwodadi-~Grobogan sebagai
berikut :
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- DATA KEJAHATAN !
POLRES PURWODADI-GROBOGAN

C.T. C.I. PENC. KAYU HUTAN
NO.| BULAN/TAHUN

' L S L S L 5

1 SEP. 1995 45 27 30 17 25 13
2 OKT. 1995 42 21 19 14 25 17
3 NOP. 1995 43 23 22 14 23 14
4 DES. 1995 46 43 32 22 22 31
5 JAN. 1596 43 34 22 22 20 25
6 PEB. 1996 40 27 | 14 19 17 15
7 MAR. 1996 39 27 2l | 16 18 16
8 APR. 1996 32 23 17 12 9 13
9 | MEI 1996 . 45 25 23 le | 30 .14
10 JUNI 1996 32 32 15 22 12 15
11 JULI 1996 53 28 35 15 29 15
12 AGT. 1996 44 24 26 14 21 14
JUMLAH 504 334( 276} 203 251 202

KETERANGAN

Cc.T. CRIME TOTAL

c.I. CRIME INDEX

Data tersebut tidak termasuk pelanggaran lalu-lintas.

| Data teréebut menunjukan bahwa tingkat kejahatan
pencurian kayu hutan merupakan kejahatan tertinggi di
wilayah Polres Purwodadi-Grobogan yaltu dari 504
jenis kejahatan, 251 adalah pencurian kayu hutan atau
49,8 %. | | '

Secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai beri-

kut | | ' '

Crime Total : 504

Crime Clearance: 334 atau 66,26 %

Crime Index : 73,55 % ' |
Untuk kejahatan pencurian kayu hutan

Crime Total : 251

Crime Clearance: 202 atau 80,47 %
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Napi
dan Napra yang melakukan pencurian diperoleh informa-
si tentang Kkondisi sosial ekonomi, Keluarga vyang
tergolong miskin. Kondisi ini dapat dilihat dari
tingkat pendidikannya 'maupun penghasilan keluarga.
Tingkat pendidikan yang rendah berakibat mereka
Xesulitan untuk mendapatkan lapangan Kerija. Sebaqién
besar Tresponden tidak memiliki sawah sendiri, jadi
mereka merupakan petani penggarap atau petani gurem,
Satu—satunya‘sumber pendapatan adalah menyewa tanah
perhutani (sanggeman) untuk ditanami tanaman yang
menghasilkan uang. ' '

Pada gituasi yang mendesak untuk memenuhi Kebutu-
han hidup keluarga wmaupun Kkebutuhan lainnYa mereka
tidak mungkin mengharapkan hasil tanah Sanggeman yang
masih menunggu waktu panenan: sehingga terpaksa
melakukan pencurian kayu yang lebih cepat dan mudah
untuk dijual guna mendapatkan uang.

Perbuatan tersebut sebenarnya sudah diketahui
resikonya yaitu dipénjara, tetapi mereka tetap mela-
kukan karena terdesak kebutuhan hidup. Mereka melaku-
kan pencurian tersebut karena tetangga juga melakukan
perbuatan serupé.' '

Berdasarkan informasi responden mereka melakukan
perbuatan mengambil kayu'sebenarnya tidak dimaksudkan
untuk dijual, tetapi Kkayu tersebet dlpakax sendiri
untuk membikin rumah atau untuk cagak.

Penyelesaian perkara pencurlan kayu hutan ini
pada umumnya dlproses sampa1 ke Pengadilan. Akan
tetapi menurut responden sebenarnya perkara tersebut
dapat diselesaikan di luar Pengadilan asalkan mempun-
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yai dana (uang) untuk menebus atau menutup perkara
itu. Proses penebusan ini dilakukan baik pada waktu
té:tangkap oleh mandor hutan'maupun pada waktu perk-
ara sampal di tingkat kepolisian. Menurut responden
kayu hasil pencurian tersebut biasanya menjadi milik
para mandor ‘hutan tersebut dan responden (pelaku)
tidak memperoleh kayu bahkan mengeluarkan uang pene-
busan.

Menurut responden masyarakat sekitar hutan,
sebenarnya wmasyarakat sudah diberikan informasi
tentang ' pelanggaran-pelanggaran terhadap hutan.
Penmberian informasi ini dilakukan baik melalui perte-
muan rutin bulanan di tiap-tiap Desa maupun penyulu-
han hukum dari Perhutani dan Pemerintah Daerah beker-~
jasama dehgan aparatur Kepoiisian. Upaya lain yang
dilakukan Perhuténi yaitu dengan memberikan kesempa~-
tan masyarakat Desa untuk menanam tanaman yang dapat
menghasilkan wuang 'guna memenuhi kebutuhan hidupnya
yaitu yang dikenal dengan sanggeman. Demikian 3juga
pada waktu musim tebang Perhutani juga akan melibat-
kan masyarakat Desa untuk turut membantu penebangan
kayu hutan tersebut dengan 1mba1an sejumlah uang.
Upaya lain adalah menawarkan masyarakat Desa untuk
transmigrasi ke luar Jawa guna memperbaiki hidup
mereka. Di samping upaya preventif tersebut Perhutani
secara rutin melalui polisi hutan melakukan patroli
keliling hutan untuk mengamankan hutan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dxperoleh di lapangan baik
yang bersifat sekender yaitu dari Perhutani Polres
dan Rumah Tahanan (Rutan) di Purwodadi mupun data
primer yang berupa hasil wawancara dengan nara pidana
dan nara prasangka serta hasil wawancara dengan
anggota'maSYarakat sekitar hutan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut : '

1. Paftor-faktor kriminogen vyaitu faktor-faktor yang
mendorong atau menyebabkah mésyarakat melakukan
pencurian kayu hutan adalah, ' '
a. Pendidikan;

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka
akan kesulitan untuk mendapatkan iapangan pekerjaan.
Jika mereka pergi ke kota akan tersisih karena tidak
mampu atau kalah bersaing dengan mereka yang di
kota. akibatnya mereka tetap tinggal di Desa dengan
segala keadaan yang ada. Di samping itu tingkat
pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan mereka
kurang menyadari arti pentingnya hutan bagi kelang-
éungan hidup manusia. Sehingga kesadaran untuk meles-
tarikan hutan di sekitarnya sangat kurang. |

b. Ekonomi
Tingkat ekonomi yang rendah akan mengakibatkan
mereka melakukan segala tindakan yang dapat memenuhi
kebutuhan hidup antara lain dengan cara memanfaatkan
sesuatu yang bernilai ekonomis termasuk mengambi.l
kayu hutan yang memang terdapat di sekitarnya. Doron-
gan untuk mencuri ini akan lebih meningkat Jjika
dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat
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mendesak seperti keluarga sakit yang -membutuhkan
uang.

c. Kebiasaan

Faktor kebiasaan ini turut mendorong masyarakat
melakukan pencurian. Hal ini disebabkan anggota
masyarakat atau tetangga yang lain juga sering mela-
kukan pencurian kayu Khususnya untuk kebutuhan rumah
tangga sendiri (tidak untuk dijual).

d. Denda Damai
Denda damdi ini artinya apabila masyarakat ter-

tangkap melakukan pencurian maka dapat diselesaikan
dengan membayar sejumlah uang yang disepakati agar
perkara tidak diproses sampai ke Pengadilan. Jadi
perkara itu cukup' digelesaikan di tingkat Mandor
Hutan maupun d4i tingkat Kepolisian. Keblasaan ini
akan mengakibatkna masyarakat berspekulasi untuk
mencuri dan seandainya tertangkap mereka dapat menye-
1esaikan'dengan cara damai. Kebiasaan ini akan men-
guntungkan bagi orang-orang kaya untuk melakukan
pencurian karena mereka mempunyai nang sebagai sarana
untuk menutup perkara. Akibat lebih luas mereka'akan
melakukan cara seperti untuk melakukan bisnis kayu
hasil mencuri dengan mempérsiapkan modal berupa uang
yang memadai. | :

€. Industri
Sedikitnya industri di wilayah Purwodadi menyebab-
kan tidak terserapnya tenaga kerja yang tersedia

sehingga mereka akan tetap berada di daerah sekitar
hutan karena tidak ada alternatif lain untuk bekerja
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya mereka
akan mengandalkan hutan aebagai satu-satunya sumber
kehidupan keluarga. '

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
faktor-faktor kriminogen tersebut yaitu :
a. Mengadakan patroli Kkeliling hutan oleh polisi

hutan_sebagai upaya preventif agar mereka yang mela-.

kukan pencurian Kayu akan mengurungkan niatnya karena
ada petugas jaga.' Hal ini penting menéinqat orang
akan berpikir dahulu untuk mencuri jika ada petugas
jaga. Karena biasanya pencurian itu terjadi pada saat
petugas jaga tidak berada di tempat. '

b. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat
tentang arti pentlngnya kesadaran menjaga pelestarian
hutan. Penyluhan hukun dllakukan secara rutin baik
oleh llngkungan masyarakat hutan itu sendiri maupun
oleh Perhutan, Penda serta Kepolisian.

¢. Membentuk kelompok tani hutan dengan tujuan agar

mereka terlibat dalam usaha menjaga dan memelihara

hutan serta memanfaatkan hutan secara posistif.

d. Mendirikan pos-pos penjagaan guna melakukan
pengawasan terhadap hutan dari ancaman pencurian
Khususnya te:hadap kayu yang siap tebang.

B. SARAN
1. Untuk meningkatkan pendidikan perlu dilakukan
secara terus menurus program B3B yaitu Bebas 3 Buta

yaitu Buta Aksara, Buta Angka dan Buta Bahasa. Serta
diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah-sekolah
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persamaan. Hal ini bertujuan agar tingkat pendidikan
di kalangan masyarakat meningkat sehingga memppnyai
dampak posistif khususnya terhadap pelestarian hutan. -

2. Disarankan untuk memperluas penanaman modal di
wilayah Purwodadi guna mendirikan industri-industri
yang akan dapat menyerap tenaga Xerja sehingga ma-
syarakat memiliki pilihan untuk meningkatkan ekonomi
keluarga. Dengan semakin menihgkatnya'ekonomi keluar-
ga diharapkan mereka tidak melakukan pencurian kayu
hutan yang ada di sekitarnya karena kebutuhan hidup
dapat dipenuhi dari sektor industri tersebut. |

3. Kebiasaan denda damal diupayakan untuk dihilangkan
dengan cara membentuk lembaga pengawas secara terpadu
dari masing-masing instansi terkait yang anggotanya
dipilih dari orang-orang yang memiliki Kkredibilitas
yang tinggi untuk mengawasi perbuatan oknum=-oknum
yang melakukan denda damai.
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